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DESA IBU
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PERATURAN KEPALA DESA IBUN
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IBUN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Desa ibun tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa lbun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun 2022.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

w

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negarza Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 5495);
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Feraturan Pemerntah Nomor 55 Tzahun 2005 ftentzne Dana Per mbangan
Efaildiag

{Lembaran Negarz Republik Indone

Lembaran Negara Republik Indonesiza Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman ‘
Teknis Peraturan di Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
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20.

21.

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 367
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tzhun 2020 tenians

Pertanggungjawaban Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tzhun 2019
Tentang Pengelolaan Dana Desa ({Berita Negara Republik Indonesiz Tahun 2020
Nomor 384);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Ketiga Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129});

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

Z2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan Transmigrasi

23,

24.

25.

26.

Nomor 15 Tahun 2020 Tanggal 27 Juli 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan
Pemberdayaan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa;

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor $.2294/HM.01.03/VI11/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 tentang Gerakan
Setengan Miliar Masker;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban atas Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten
/ Kota dan Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga

28.

29,

30.

Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi  Masyarakat dan  Keterbukaan Informasi Publik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan
Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 20);
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Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerzh Kabupaten Bandung Tahun 2015
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016

h Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan
n Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016

(D(l)

erzturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman
Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
Nomor 31);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 67);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 114);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Bandung Nomor ....... Tahun ......... tentang Pengelolaan
Anggaran Bunga Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten’
Bandung Tahun .. s NOMOT sovaressizisssesj

Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2642 tentang Bagi Hasil Bonus
Produksi Panaas Bumu Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten

Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep. 676-DPMD/2019 tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Serentak Gelombang lil Tahun 2019
di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 466.1/1045-DPMD/2020 Tentang
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Dana Desa di
Kabupaten Bandung;

Keputusan Camat lbun Nomor 141.2 / Kep. 13 / VIl / 2018 tentang Peresmian
dan Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa
Ibun Kecamatan IBUN Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018 - 2024;

Peraturan Desa Ibun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ibun;



es3 Ibun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Sumber dan Pengelolaan
“endapatan Asli Desa lbun;

L& Perzturan Desa Ibun Nomor 02 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa

eraturan Desa lbun Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa lbun Tahun 2021;

42 Peraturan Desa lbun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN
dan
KEPALA DESA IBUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA IBUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1

N

.W

3.

14.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya Disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

. Lembaga Kemasvarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, Rancangan dan pengawasan keuangan Desa.
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atan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
diteizpkan dengan Peraturan Desa.
2 Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
oersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana
n ksuzangan pusat dan daerah yang diterima oieh Kabupaten setelah dikurangi belanja
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zh rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

dalzh rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
ram =zdzlah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
d sanakan oleh Pemerintah Desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dlkoord|na51kan oleh Pemenntah

Kegiatan adalah bagian dan program yng dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 {lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana
kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa vang memuat
rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan vyang
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
RPJMDesa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama
secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang
telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah
forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
Desa (pihak berkepentingan unfuk mengatasi permasalah Desa dan pihak yang akan terkena
dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1
{satu) tahunan.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKPDesa adalah
daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah
jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi / Kabupaten), APBDesa, swadava masyarakat dan
kerjasama dengan pihak ketiga.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desayang meliputi data dasar keluarga,
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.

Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak
berwujud.

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
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BAB Il
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
: Rp. 2.600.686.642,00
:Rp. 418.402.300,00
:Rp. 3.019.088.624,00
Selanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
0. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga :Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa :Rp. 3.019.088.624,00
Surplus / Depisit : Rp. 0,00
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran :Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasai 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini. ’

=]

Pasal 5
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disusun secara partisipatif
oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk
jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa; :
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran
dari RPiMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDesa sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7
Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan pada :
a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
pembangunan;

c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;



d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui
secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;

e. Akuntabel, vyaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada

masyarakat;

Seiekiif, yaitu semua masaiah terseieksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;

g. Efesien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya
alam dan sumber daya manusia yang tersedia;

h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara
berkelanjutan;

i. Cermat, vaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung
aspirasi masyarakat;

j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang
sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;

k. Penggalian informasi, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui
alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah
perencanaan.

iy

Pasal 8

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 bertujuan untuk :

a.

p
a

b
c.
d
e
f

Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan
setempat;

Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di
Desa;

Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;

Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN, APBD Propinsi,
APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat sehingga program dapat berjalan sinergis,
terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 2 didasarkan pada data
dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mencakup :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;
Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
Keuangan Desa;
Profil Desa;
Potensi produk unggulan Desa;
Aktivitas dan keberadaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang ada
di Desa;
g. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan
masyarakat.

"o a0 o

BAB Il
PENDANAAN
Pasal 10

erencanaan pembangunan Desa bersumber dari dana :

APBN;

APBD Propinsi

APBD Kabupaten;

APBDesa;

Hasil swadaya masyarakat;

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



Pacal 1T
Kepala Desa menetapkan Perztwan l=gsiz Dess gan e leoumsse lsmas Dess oure Peacanazan
Peraturan Desa ini.

BAE W

KETENTUAMN PENLTLE

Pzsa 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangzz! cistzgian.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncangss Seratursr DemE 0 D@ aT _EToEE
Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di - IBUN
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Sekretaris Desa ibun

——

IRWAN KUSTIAWAN. S.1P

Lembaran Desa lbun Tahun 2022 Nomor 03



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN

DESA I BUN

I Omaz Anggawisasira No. 414 Desa lbun Kec ibun Kab Bandung 40382 website : www.ibun id
“
Nomor 142 -Pem lbun, 21 Oktober 2022
Lampiran - Kepada :

Parinz embahasan Perubahan dan Yth. 1. Anggota BPD Desa lbun
Penjzbaran AP2Des Desa lbun Tahun 2022 2. Perangkat Desa Ibun
di-
Tempat

Kepala Desa Ibun Kecamatan lbun Kabupaten Bandung, dengan ini mengundang
Bapak/Ibu/Sdr. Untuk hadir pada Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Ibun tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 yang Insya

Aliah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Desa Ibun

Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar Bapak/ibu/Sdr. dapat mementingkan
hadir pada waktunya.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
' _—~Kepala Desa Ibun

i

H. UNDAN® SUMARNA\SE

TEMBUSAN:
1. Yth. Bapak Camat lbun



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa lbun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Desa : lbun

Kecamatan : lbun

Hari / Tanggal :  Senin, 24 Oktober 2022

No Nama Jabatan Tan% Tangan
1 2 3 []4
1 | ASEP ARABANI Ketua %
. vV

2 | DEDI JAMALUDIN Wakil Ketua 9_&__

3 | YUYUN HERLINA Sekretaris

St/
4 | ENDANG SUMARNA Anggota W@
F
5 | ASEP SUNARA Anggota W
(g - [
6 | MOHAMAD IRWAN PERIANTO Anggota J{@%
Vol
7 | JULIYA SANDA LUCKY AKBAR Anggota W

lbun, 24 Oktober 2022

Ketua

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 Orang
2. Hadir : 7 Orang
3. Tidak Hadir :0Orang




DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA IBUN

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa lbun tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Desa . lbun

Kecamatan : lbun

Hari / Tanggal Senin 24 Oktober 2022

No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 2 3
1 | H. Undang Sumarna.,SE Kepala Desa mw
2 | Irwan Kustiawan Sekretaris /AX.,,,/
3 | Fajri Yahya Kasi. Pemerintahan " W—/
4 | Enung Marlina Kasi. Pelayanan M&\’ﬁy
! e
5 | Andri Fajar Kasi. Kesejahteraan
6 | Irwan Sudradjat Kaur. Umum
7 | Nita Santi Susanti Kaur. Keuangan jw
8 | Refi Thuba A Kaur. Perencanaan W
9 | Aan Guntara Kadus | é&‘—@
10 | Saepuloh Kadus II ——%Yé"
wa
11 | Pepen Kadus I % :
12 | Sutia Budi Kadus IV _&&_
13 | lin Supriatna Kadus V (B( -m\
n
14 | Sintia Natalia Staff Desa 1 w
15 | Han Han Staff Desa 2
\v4
16 | Gugum Sumiarsa Staff Desa 3 W,%G‘
i
A
lbun, 24 Oktober 2022
Keterangan : Kepala Desa lbun
1. Jumlah Anggota : 16 Orang
2. Hadir : 16 Orang
3. Tidak Hadir : 0 Orang



NOTULEN / RISALAH RAPAT

Sidang / Rapat : Pembahasan Peraturan Kepala Desa lbun tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa lbun Tahun

Hari / Tanggal 1 2022

Waktu Panggilan : Jum’at, 21 Oktober 2022
Waktu Sidang / Rapat : 13.00 WIB

Acara : 13.00WiB

1. Pembukaan

2. Pembahasan Peraturan Desa lbun tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tbun Tahun
2022

3. Do'a

4. Penutupan

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua :  H.UNDANG SUMARNA,,SE
Sekretaris ¢ Irwan Kustiawan

Pencatat . Refi Thuba Alghani
Peserta Sidang / Rapat : 1. Anggota BPD

2. Perangkat Desa lbun
3. LPMD Desa lbu

KEGIATAN SIDANG / RAPAT : 1. Pembukaan

2. Pembahasan Peraturan Desa lbun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022
3. Do’a

4. Penutupan

Risalah Rapat :

1.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desz atas maksud dan
tujuan musyawarah, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketuz 220D

perihal musyawarah yang sedang dilaksanakan.

Uraian disampaikan oleh Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendzpztes dar B2 ar e e
Tahun 2022 setelah sebelumnya menyampaikan evaluasi tentang Angzzran Perdanesr tar 2
Desa Ibun Tahun 2022.

Setelah penyampaian uraian tentang Perubahan Anggarzn Pendzpztas dar Seace Jew: aus
2022 dilanjutkan dengan tanya jawab, saran dan pandangzn car peserts rEoE oEhE LETLDET



4. Pendapatan Desa :Rp. 3.013.890.100,00

5. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.  816.159.000,00
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana :Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa :Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit :Rp. 0,00
6. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran :Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan :Rp. 0,00

7. Acara musyawarah selesai dan ditutup dengan membacakan do’a bersama-sama.

Demikian Notulen / Risalah Rapat Desa lbun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
lbun, 21 Oktober 2022
Pimpinan Sidang / Rapat

Kepala Desa Ibun Notulen

H. UNDANG SUMARNA.,SE REFI THUBA ALGHANI




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN

DESA I BUN

JI. Oma Anggawisastra No. 414 Desa lhun Kec ibun Kab Bandung 40383 website : www.ibun.desa.id

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA IBUN
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN TAHUN 2022

1\ (o] 11T gV
Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
bertempat di Kantor / Balai Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung telah diadakan Musyawarah Desa
tbun dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ibun
serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas

Peraturan Desa lbun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan

i

para
peserta sebagai berikut :

I.  Menyetujui Peraturan Desa lbun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun

2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :Rp. 3.013.890.100,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.  816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp.  114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana :Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa :Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit :Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran : Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00

Il.  Menyetujui Peraturan Desa Ibun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun
2022 untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun
2022 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ibun ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Ibun, 21 Oktober 2022

Kepala Desa lbun

H. UNDANG SUMARNA., °




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN IBUN

DESA }BUN

Nomor : 142 / 08- Pemdes Ibun, 22 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran - Kepada :
Perihal : Permohonan Nota Kesepakatan BPD  Yth. BPD Desa tbun
atas Perubahan Penjabaran APBDes
Desa lbun di -
Tahun 2022 Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Ibun tentang Pembahasan Peraturan Desa lbun
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022
yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober dan telah selesainya Draff Peraturan
Desa ibun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ufn Tahun 2022.

Kepala Desa Ibun Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan ini menyampaikan
permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
lbun Tahun 2022.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

" Kepala D_esa Ibun

H UNDANG SUMARNA. i




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA IBUN
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

JI. Oma Anggawisastra No. 414 Desa lbun Kec ibun Kab Bandung 40383

Nomor ! ...../BPD/2022 Ibun, 23 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran :- Kepada :
Perihal : Pembahasan Nota Kesepakatan Yth. 1. Anggota BPD Desa lbun
Atas Perubahan Penjabaran 2. Kepala Desa lbun
APBDes Desa lbun 3. Sekretaris Desa ibun
Tahun 2022 di-
Tempat

Menindak lanjuti hasil Musyawarah Desa tentang Pembahasan Peraturan Desa lbun
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 yang
dilaksanakan pada Jum’at tanggal 21 Oktober 2022 dan surat dari Kepala Desa lbun Nomor :
14D [ .smsommnmmmmsasssi Perihal Permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan
Anggaran Pendapan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022, maka dengan ini Ketua BPD Desa
lbun Kecamatan lbun Kabupaten Bandung mengundang Bapak/lbu/Sdr. Untuk hadir pada
Musyawarah Pembahasan Nota Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Ibun Tahun 2021 yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Oktober 2022

Waktu : 13.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPD Desa Ibun

Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar Bapak/lbu/Sdr. dapat mementingkan
hadir pada waktunya.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

ua BPD Desa Ibun

TEMBUSAN,disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Camat Paseh
2. Yth. Kepala Desa lbun



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2021
Desa tbun
Kecamatan . lbun
Hari / Tanggal :  Rabu, 30 Juni 2021
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 2 3 [] 4
1 | ASEP ARABANI Ketua %,
2 | DEDIJAMALUDIN Wakil Ketua gD\_{?—
3 | YUYUN HERLINA Sekretaris M
74
4 | ENDANG SUMARNA Anggota %@/@
5 | ASEP SUNARA Anggota W
| Sy
6 | MOHAMAD IRWAN PERIANTO Anggota / G
MWA
7 | JULIYA SANDA LUCKY AKBAR Anggota
]
tbun, 30 Juni 2021
em N Ketua
Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : Oorang




NOTULEN / RISALAH RAPAT

Sidang / Rapat : Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa lbun Tahun 2022

Hari / Tanggal : 24 Oktober 2022
Waktu Panggilan : 13.00WiIB
Waktu Sidang / Rapat : 13.00 WIB

Acara : 1. Pembukaan

2. Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022
3. Do’a

4, Penutupan

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua . ASEP ARBANI
Sekretaris : DEDIJAMALUDIN
Pencatat : YUYUN HERLINA
Peserta Sidang / Rapat . Anggota BPD
KEGIATAN SIDANG / RAPAT : 1. Pembukaan

2. Pembahasan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022
3. Do'a

4. Penutupan

Risalah Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPD dan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua BPD atas maksud
dan tujuan musyawarah, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BPD Desa lbun
perihal musyawarah yang sedang dilaksanakan.

2. Uraian disampaikan oleh Ketua BPD tentang Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Ibun Tahun 2022. »

3. Setelah penyampaian uraian tentang Nota Kesepakatan BPD atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa lbun Tahun 2022 dilanjutkan dengan tanya jawab, saran dan pandangan dari peserta rapat

yang kemudian diambil suatu kesepakatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



Pendapatan Desa :Rp. 3.013.890.100,00

(Y

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.  816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan I Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana :Rp. 1.028.908.280,00
Jjumiah Belanja Desa :Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit : Rp. 0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 14.885.680,00
b. Pengeluaran : Rp. 14.885.680,00
Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00

4. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022 untuk segera
ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 dengan
Peraturan Desa.

5. Acara musyawarah selesai dan ditutup dengan membacakan do’a bersama-sama.

Demikian Notulen / Risalah Rapat Desa Ibun ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
maestinya.
lbun, 24 Oktober 2022

mpman Sidang / Rapat




BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

TENTANG

NOTA KESEPAKATAN BPD ATAS
PERUBAHAN Penjabaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IBUN TAHUN 2022

Nomor : w/@ﬁ/w

---------------------------------------------------

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun DUA RIBU DUA PULUH
Dua, bertempat di Kantor / Balai Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa lbun dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para Anggota
Badan Permusyawaratan Desa lbun serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya {daftar
hadir terlampir) dalam rangka membahas Nota Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa lbun Tahun 2022. Mo

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan
para peserta sebagai berikut :
. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun Tahun 2021 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :Rp. 3.013.890.100,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.  816.159.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana :Rp.  1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa :Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit :Rp. 0,00

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp.  14.885.680,00

b. Pengeluaran :Rp.  14.885.680,00
Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00




. Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022 untuk
segera ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun 2022
dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa lbun ini dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

/ﬁiﬁgﬁgﬁ*%%gftober 2022

Jﬁ@\k e, AT

Ng

Wakil Ketua,

DEDI JAMALUDIN

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 2 3 ﬁ

1 | ASEP ARABANI Ketua -

2 | DEDIJAMALUDIN Wakil Ketus /L /

3 | YUYUN HERLINA Sekretaris 7 -
-

4 | ENDANG SUMARNA Anggota .

5 | ASEP SUNARA Anggota

6 | MOHAMAD IRWAN PERIANTO Anggota

~

JULIYA SANDA LUCKY AKBAR Anggota




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA IBUN

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

JI. Oma Anggawisastra No. 414 Desa ibun Kec ibun Kab Bandung 40384

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBUN

NOMOR : .¢28/8PD/2022
TENTANG

NOTA KESEPAKATAN BPD ATAS

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPA TAN DAN BELANJA DESA iBUN

KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA iBUN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Peraturan Desz
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilengkapi dengan risalah rapat
daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Nota Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desz
terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjz
Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa;

bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi Desa adalah Desa
berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal
dari Bantuan Pemerintah Propinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan
Asli Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan
Huruf b, periu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Nota
Kesepakatan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun
Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik indonesa Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomeor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rencana atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17 Seri ...};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeiolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 91 Seri ...);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7

Seri D};

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa {Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10});

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kemasyarakatan {(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12};

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13};

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penangguiangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung {Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi
Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung ({Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan
Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 20);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
{Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 65);



Memperhatikan

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.

43.

44.

45.

1.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2017 Nomor 66);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. 135 - DPMD/Tahun 2018 tentang
Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun
2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 135);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. .. - DPMD /Tahun 2018 tentang
Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor ...};

Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa
Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
Nomor 8);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. .. - DPMD/Tahun 2018 tentang

Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor ...);

Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep. 23/Pem Tahun 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa lbun Kecamatan Paseh Masa  Bhakti
Tahun 2013 - 2019;

Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2/Kep. 17/Pem Tahun 2018 tentang Pengesahan.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa lbun Kecamatan Paseh Periode
Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Desa Ilbun Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Periode Tahun 2013 - 2019;

Peraturan Desa lbun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa lbun;

Peraturan Desa lbun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Keria Pemerintah Desa tbun;

Keputusan Kepala Desa lbun Nomor 144 / KEP. 08 - 2016 - Pem tentang
Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Desa lbun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Desa lbun Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Desa lbun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa lbun Tahun Anggaran 2018;

Surat Kepala Desa ibun Nomor : 142 / ...... - Pem Tanggai 21 Oktober 2022 Perihal
Permohonan Nota Kesepakatan BPD atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa lbun Tahun 2022;



2. Musyawarah dan mufakatan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa lbun
dalam rapatnya pada tanggal 24 Oktober 2022

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun
2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa : Rp. 3.013.890.100,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 1.037.393.642,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp.  816.159.000,00
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 114.322.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 37.191.400,00
e. Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana :Rp. 1.028.908.280,00
Jumlah Belanja Desa : Rp. 3.013.890.100,00
Surplus / Depisit ' Rp. 0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan :Rp.  14.885.680,00

b. Pengeluaran :Rp. 14.885.680,00

Selisih Pembiayaan : Rp. 0,00
KEDUA Menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN:
1. Yth. Camat lbun

diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa lbun Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ibun Tahun
2022 yang telah mendapat Nota Kesepakatan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada
Pemerintah Kabupaten Bandung tntuk bahan proses pengundangan daiam Berita Daerah
Kabupaten Bandung oleh Sekretaris Daerah;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :IBUN
Paqa Tanggal 24 Oktober 2022

Kud\BAD Desa lbun

2. Yth. Kepala Desa lbun



J1.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA IBUN
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Omaanggawisastra No. 414 Desa Ibun Kec lbun Kab Bandung 40384

Nomor
Sipat
Lampiran
Perihal

:...../BPD/2021 lbun, 24 Oktober 2022
: Penting Kepada :
: Kesepakatan BPD atas Yth. Kepala Desa Ibun
Perubahan Penjabaran APBDes
di-
Desa lbun
Tahun 2022 Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan Kesepakatan BPD atas Perubahan
Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa lbun Tahun 2022, setelah kami bermusyawarah dan
mufakat kami memberikan Kesepakatan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lbun
Tahun 2022.

Demikian Kesepakatan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
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